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BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN

NOMOR 'J.. TAHUN 2011

TENTANG

KEBIJAKANPENGAWASANDI LINGKUNGANPEMERINTAH

KABUPATE:N MUSt BANYUAStN TAHUN 2017

DENGANRArIMATTUHANYANGMArIAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76

Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengawasan di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017,

kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat

KabupatenjKota meliputi Pembinaan dan Pengawasan

terhadap Perangkat DaerahjKota;

b. bahwa untuk me1aksanakan kegiatan pengawasan di

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017, Bupati

menyusun Kebijakan Pengawasan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huru! a dan

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Musi Banyuasin Tentang Kebijakan Pengawasan di

Lingkungan' Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

fahun 2017;

1. lJndang-unrlang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);



2. Undang-undang Nomor 23 'rabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'rabun 2014 Nomor 244, 'rambahan Lembaran
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kaH terakhir dengan Undang-undang Nomor <}
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 'rabun 20i4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran

NegaraNomor5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4594);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor25);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007

tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016

tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2017 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1570);

8. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis



Menetapkan

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata tara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
NegaraRepubHkIndonesia 'I'ahun ::2014 Nomor 184:2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2008 Nomor33);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016

Nomor9);

11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 57 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin (Berita
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016

Nomor67);

MEMUTUSKAN:

KEBIJAKANPENGAWASANDI LINGKUNGANPEMERINTAH
KABUPATENMUSIBANYUASINTAHUN2017.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan
prioritas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintahan
Daerah;

2. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan
untuk menjamin penyelengaraan Pemerintahan Daerah
berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang seIanjutnya
disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten
Musi Banyuasin;

4. Pemerintah Daerah adalah KepalaDaerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom;

5. Daerah adalah Kabupaten MusiBanyasin;

6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

MusiBanyuasin;

7. Bupati adalah Bupati MusiBanyuasin;

8. WakilBupati adalah WakilBupati Musi Banyuasin;

9. Inspektorat
Kabupaten

Kabupaten
MusiBanyuasin;

adalah Inspektorat

10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin yang merupakan unsur pembantu
Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten;

11. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah,
Sekretaris DPRD, Inspektorat Daerah, Kepala Dinas

Daerah, KepaIaBadan Daerah dan Camat.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

BABII
TUJUANKEBIJAKANPENGAWASAN

Pasa12
Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten MusiBanyuasin Tahun 2017 untuk

a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di
LingkunganPemerintah Kabupaten;



b. mensinergikan Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati

dengan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan

Kementerian/Lembaga Pemerlntah Non Kementerlan;

c. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelengaraan

Pemerintahan; dan

d. Meningkatkan kepercayaan

Pengawasan APIP.

masyarakat atas

BAB III

PELAKSANAANKEBIJAKANPENGAWASAN

Pasal3

(1) Bupati melaksanakan Kebijakan Pengawasan terhadap

Perangkat Daerah, dilakukan oleh Inspektorat

Kabupaten meliputi perencanaan kegiatan Pengawasan,

jadwal kegiatan Pengawasan dan pelaporan hasil

Pengawasan;

(2) Perencanaan Kegiatan Pengawasan, Jadwal Kegiatan

Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan

dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PkPT)

Inspektorat Kabupaten Tahun 2017 yang ditetapkan

dengan Keputusan Supati.

Pasal4

Keglatan Pengawasan yang dilaksanakan oleh

Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal :3 Ayat (1), meliputi pembinaan dan pengawasan

terhadap Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal5

(1) Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal3 Ayat (1),melakukan pengawasan terhadap :

a. pengawasan keuangan dan kinerja, dengan prioritas :

1)Aspek Keuangan

a) Pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

b) Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;

c) Perlanggungjawaban barang dan jasa;



d) Pertanggungjawaban be1anja hlbah dan

bantuan sosial;
e) Pengeiolaanmanajemenkas di bendahara.

2)Aspek Pengelolaan barang miHk daerahj sarana

dan prasarana :
a) Pengelo1aanpersediaan;
b) Pengamanan/sertifikasiaset daearh;dan
c) Pengelolaan aset sebagai dampak pengallhan

P3D.

3)AspekPengelolaanSumber DayaManusia:
a) Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil

Negara;
b) PenegakandisiplinAparatur SipilNegara;
c) Pembinaanjabatan fungsional tertentu; dan
d) Pembinaan karir Aparatur SipilNegara.

4)Aspektugas Pokokdan Fungsi:
a) Pelaksanaan regulasi sebagai tindaklanjut

pelaksanaan Undang-undang 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;
b) Pelaksanaan Program strategi dan prioritas

pembangunan daerah;
c) Evaluasi target capaian kinerja instasi; dan
d) Kepatuhan entitas terhadap hasil reviu

dokumen perencanaan dan penganggaran.

b. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan
masyarakat, yang bertujuan untuk melakukan
investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh
individu, masyarakat dan lembaga sehubungan
dengan adanya pelayanan dan perlakuan kebijakan di
Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
PemeriksaanKhusus, dengan prioritas:



i) Dugaan korupsi, kolusl dan nepotlsme;
2) penyalahagunaan wewenang;
3) Hambatan dalam pe1ayaananmasyarakat;

4) Pelanggaran disiplin pegawai.

c. keglatan revlu, dHakukan untuk memberlkan
keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang
disajikan te1ah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan disajikan
sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh

pemerintah, dengan prioritas:
1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran

Daerah;
2) ReviuLaporan Keuangan ;dan
3) ReviuLaporan KineIjaInstansi Pemerintah.

d. kegiatan evaluasi, dilakukan bertujuan untuk
memberikan penilaian atas mutu dan capaian
pelakasanaan kegiatan yang telah dilaksanakan,

dengan prioritas:
1) Evaluasi Reformasidan Birokrasi;
2) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
3) Evaluasi pelaksanaan program strategi nasional.

e. kegiatan pengawasan lainnya, dengan prioritas :
1) Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan

keuangan berbasis akrual;
2) Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil

pengawasan;
3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur di

bidang pengawasan; dan
4) Koordinasiprogram pengawasan.

f. pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal
kementrian/lnspektorat Lembaga Pemerintahan Non
Kementrian dan Inspektorat Provinsi Sumatera

Selatan, dengan prioritas :



i) Pengelolaan perlJinan sektor mineral dan batubara;

dan

2) Tata kelola sektor kehutanan.

Pasal6

(1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak

lanjut hasil pengawasan;

(2) Tindak Ianjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

selambat-Iambat 60 (enam puluh) hari kelender setelah

tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan;

(3) Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan

tindak Ianjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh

Pimpinan Perangkat Daerah'

Pasal 7

(1) Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan

Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut

hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan

daerah yang tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari

kalender;

(2) Apabila tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait

dengan indikasi kerugian keuangan daerah tetapi tidak

diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender Wakil Bupati

memberikan penilaian terhadap Pimpinan Perangkat

Da€rah untuk disampaikan K€pada Bupati s€bagai

bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan;

(3) 'Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan

tujuan tertentu penyelesaiannya seSUal

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dengan

dengan

Pasal8

Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten kepada

Gubemur selaku Wakil Pemerintah Pusat sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



BABIV

PENDANAAN

Pasal9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di

Lingkungan Pemerlntah Kabupaten Tahun 20i '7
bersumber pada APBD yang dike lola oleh Inspektorat

Kabupaten.

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasall0

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerlntahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berlta Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 9-r Januari 2017

jPlto B 1MUSI BA UASIN{-

I

Diundangkan di Sekayu,

Pada Tanggal iJr Januari 2017

PIt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN USIBANYUASIN,

f DAVIDBJ SIREGAR

BERITADAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2017 NOMOR 2.
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